TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  MEMBAWA LARI PEREMPUAN  (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B.2011/Pn.Unh.) by JUFRI, NURNASHRIADY
 
 
 
i 
 
SKRIPSI 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
MEMBAWA LARI PEREMPUAN 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B.2011/Pn.Unh.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLEH : 
 
NURNASHRIADY JUFRI 
B111 11 010 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2015 
 
 
 
ii 
 
HALAMAN JUDUL 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
MEMBAWA LARI PEREMPUAN 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B/2011/Pn.Unh.) 
 
 
 
 
 
Disusun dan Diajukan Oleh: 
 
 
NURNASHRIADY JUFRI 
B111 11 010 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian 
Studi Sarjana Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2015 
i 
 
 
 
iii 
 
 
 
 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
ABSTRAK 
 NURNASHRIADY JUFRI, B11111010, Tinjauan  Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Unaaha No. 14/Pid.B/2011/Pn.Unh.), di bawah 
bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Haeranah selaku 
pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan ketentuan hukum 
pidana materil terhadap tindak pidana membawa lari perempuan dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011?PN.Unh dan 
mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pada 
pelaku tindak pidana membawa lari perempuan dalam putusan Pengadilan 
Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011?PN.Unh. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Unaaha. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode 
Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan ketentuan hukum 
pidana materil terhadap tindak pidana membawa lari perempuan dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 14/Pid.B/2011?PN.Unh mestinya 
jaksa dalam membuat surat dakwaan tidak hanya menerapkan Pasal 332 
ayat 1 KUHP tetapi juga menerapkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2) Pertimbangan hukum dalam 
menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana membawa lari 
perempuan dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 
14/Pid.B/2011?PN.Unh seharusnya hakim menjatuhkan putusan tidak hanya 
10 (sepuluh) bulan penjara jika mendasari batas minimum pidana penjara 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai mahluk sosial dalam melakukan interaksi baik 
antara sesamanya maupun dengan mahluk lainnya terikat oleh hukum 
yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 
Sebagai definisi hukum yang di kemukakan oleh Achmad Ali (2002 : 35) 
bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakatnya. 
Dalam ilmu hukum, salah satu jenis hukum yang di kenal adalah 
hukum pidana. W.L.G Lemaire (PAF Lamintang, 1997 : 1) menyebutkan 
hukum pidana terdiri dari norma yang berisi keharusan-keharusan dan 
larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan 
dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang 
bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum 
pidana itu merupakan suatu sistem norma–norma yang menentukan 
terhadap tindakan–tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan 
suatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan, 
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serta hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan–tindakan 
tersebut. 
Rusli Effendy (1986 : 1) memberikan penjelasan tentang Hukum 
pidana adalah bagian dari pada keseluruhan yang berlaku di suatu negara 
yang mengadakan dasar–dasar dan aturan untuk : 
1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang 
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana 
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
2) Menentukan kapan dan dalam hal–hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan–larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana telah di ancamkan. 
3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
 
Dalam hukum pidana sendiri di kenal dengan adanya 2 (dua) 
kategori yaitu kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia telah 
mengaturnya secara positif dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana 
(KUHP).Kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III. 
Sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP disyaratkan juga bahwa 
ketentuan undang–undang harus dirumuskan secermat mungkin.Ini 
dinamakan asas lexcerta. Undang–undang harus membatasi dengan 
tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat (lexcerta: undang–
undang yang dapat dipercayai). 
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Pengertian dasar Pasal 1 KUHP juga berkaitan dengan jiwa Pasal 
3 KUHP, yaitu hukum pidana harus diwujudkan dengan prosedur yang 
memadai dan dengan jaminan hukum. 
Anselm Von Feuerbach (PAF Lamintang, 1997 : 132) merumuskan 
asas legalitas secara mantap dalam bahasa latin, yaitu: 
1) Nullapoena sine lege : tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana 
menurut undang-undang. 
2) Nullapoena sine crimine : tidak ada pidana tanpa perbuatan 
pidana. 
3) Nullumcrimen sine poenalegal : tidak ada perbuatan pidana tanpa 
pidana menurut undang-undang. 
 
Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam skripsi 
hukum ini adalah Kejahatan Terhadap Kemerdekaan orang, 
sebangaimana yang di atur dalam buku II Bab XVIII Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara mengkhusus akan dikaji 
dalam Pasal 332 KUHP. 
Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
mengatur mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang ini terdiri dari 
14 (empat belas) pasal. Secara teoritik terdiri dari beberapa perbuatan 
antara lain perbuatan membawa lari seseorang dengan maksud untuk 
menguasai (Pasal 328); membawa lari orang yang belum dewasa (Pasal 
330); membawa lari seseorang perempuan yang belum dewasa (Pasal 
332); merampas kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum 
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(Pasal 333). Perbuatan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP oleh umum 
dikenal dengan istilah penculikan. 
Dalam hubungannya dengan Pasal 332 KUHP yang dipahami 
sebagai membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa dengan 
maksud untuk menguasainya, oleh masyarakat kita sering dikaitkan 
dengan istilah kawin lari. Kawin lari itu sendiri apabila di artikan secara 
sederhana adalah antara seorang pria dan seorang wanita yang 
melangsungkan perkawinan dengan tanpa direstui oleh orang tua atau 
walinya. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya 
kawin lari, namun khalayak umum telah menganggap bahwa faktor sosial 
ekonomilah yang merupakan faktor utama terjadinya kawin lari. 
Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi hukum ini 
adalah terdakwa telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni membawa 
pergi seorang wanita yang belum dewasa dengan tanpa persetujuan 
orang tua wanita itu. Akan tetapi terdakwa juga mengakui telah pernah 
berhubungan badan dengan saksi korban. Namun yang menjadi dalam 
persoalan dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Unh adalah terdapat 
indikasi fakta bahwa penerapan sanksi hanya 10 (sepuluh) bulan penjara 
sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 
332 ayat 1 ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun penjara. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik 
untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang 
berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari 
Perempuan (Studi Kasus PutusanPengadilan Negeri Unaaha 
Nomor.14/Pid.B/2011/PN.Unh.)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi hukum ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana membawa lari perempuan dalam putusan Pengadilan 
Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011?PN.Unh.? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi 
pidana pada tindak pidana membawa lari perempuan dalam putusan 
Pengadilan Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011?PN.Unh.? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana membawa lari perempuan dalam putusan 
Pengadilan Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011?PN.Unh. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi 
pidana pada tindak pidana membawa lari perempuan dalam putusan 
Pengadilan Negeri Unaaha Nomor.14/Pid.B/2011?PN.Unh. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara akademis, 
Secara akademis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat 
memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. 
2. Secara praktis, 
Secara praktis diharapkan karya tulis ilmiah hukum ini dapat 
memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktis hukum 
(Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi 
penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan karya tulis 
ilmiah hukum ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari 
Strafbaarfeit oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai 
definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama. 
Bambang Poernomo (www.gsihaloho.blogspot.com, 2 
September 2014, pukul 10.00 Wita) pengertian Strafbaarfeit 
dibedakan menjadi dua yaitu : 
1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “Strafbaarfeit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
2) Menurut definisi atau pengertian “Strafbaarfeit” adalah suatu 
kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan 
dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
 
Sementara itu Van Hammel (Rusli Effendy, 1986 : 2) 
memberikan rumusan sebagai berikut adalah perbuatan yang oleh 
Hukum Pidana dilarang dan diancam Pidana terhadap sapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
Dilihat dari sudut harafiahnya, Strafbaarfeit itu terdiri dari kata 
feit yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu 
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kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan 
strafbaar berarti dapat dihukum hingga secara harafiah kata 
Strafbaarfeit dapat dihukum  (PAF Lamintang, 1997 : 181). 
Hezewinkel Suringa (PAF Lamintang, 1997 : 190) 
mendefisinikan Strafbaarfeit, yaitu : 
Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 
telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan 
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 
pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 
memaksa yang terdapat didalamnya. 
 
Menutut Pompe, Strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum (PAF Lamintang, 1997 : 207). 
Istilah Strafbaarfeit haruslah dihubungkan dengan sifat 
wederrechtelijk atau aan schuld te wijten atau yang bersifat melawan 
hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan 
tidak sengaja. 
Keterhubungan dengan sifat wederrechtelijk sangatlah 
penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu 
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pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan didalam Pasal 338 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : 
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. 
 
Dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan itu bersifat 
wederrechtelijk, misalnya seseorang yang telah membunuh orang 
lain karena melakukan sesuatu pembelaan diri seperti yang di 
maksud dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup 
apabila disitu hanya terdapat suatu strafbaarfeit melainkan harus juga 
ada unsure strafbaar person atau seseorang yang dapat dihukum, 
dimana orang tersebut dapat dihukum apabila strafbaarfeit yang telah 
ia lakukan itu bersifat wederrechtelijk dan ia lakukan dengan sengaja 
maupun dengan tidak sengaja. 
Tentang sifat melawan hukum (wederrechtelijk) ini akan di 
bahas secara mendalam pada bahasan mengenai unsur-unsur tindak 
pidana. 
Simons (PAF Lamintang, 1997 : 185) telah merumuskan yaitu :  
 
 Strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melawan hukum yang 
 telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tindak sengaja 
 oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, 
 berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang 
 oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
 yang dapat dihukum. 
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Dari rumusan Simons tersebut diatas dapat terlihat untuk 
adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat 
suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-
undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar 
suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus 
memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam 
undang-undang. Setiap strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau 
merupakan onrechtmatige handeling. 
Dari beberapa pandangan pakar diatas, setidaknya dalam 
pengertian tindak pidana tercakup didalamnya : 
a. Tindakan (komosi ataupun omisi) yang sebelumnya telah diatur 
oleh hukum pidana; 
b. Tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh 
negara melalui alat-alatnya; 
c. Tindakan itu berhubungan dengan kesalahan atau bersifat 
melawan hukum; 
d. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan; 
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Namun demikian sekedar sebagai perbandingan, Chairul Huda 
(2008 : 26) ternyata memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda 
dengan pandangan pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-pakar 
pada umumnya telah memasukan faktor kesalahan dan 
pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari pengertian tindak 
pidana, maka Chairul Huda justru menentang hal demikian. 
Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggung 
jawaban pidana karenanya harus dikeluarkannya dari pengertian 
tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang 
karasteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 
Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana 
karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari defenisi tindak 
pidana. Apakah inkokreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-
sungguh di jatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan 
pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut 
kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah diluar 
konteks pengertian tindak pidana. 
 
Pandangan yang sama dengan Chairul Huda adalah 
pandangan dari Marshal (Chairul Huda, 2008 : 35) : 
Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang 
dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat 
dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam 
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defenisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga 
tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. 
Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan 
oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari 
melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu 
(omisi). 
 
Jauh sebelum Chairul Huda yang tidak memasukkan 
kesalahan pertanggungjawaban pidana sebagai dari pengertian 
tindak pidana, adalah Moeljatno (dalam Rusli Effendy, 1986 : 47) 
yang menyebutkan bahwa tindak pidana berarti perbuatan yang 
melanggar dan diancam dengan pidana, barang siapa yang 
melanggar larangan itu. 
Jadi menurut Chairul Huda dan pakar-pakar yang memiliki 
pandangan yang sama bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami 
bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum 
Pidana dan tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana 
melalui alat-alatnya. 
Di dalam kepustakaan kita juga sering dijumpai perkataan-
perkataan lain untuk menyebutkan apa yang dimaksud dengan 
strafbaarfeit yakni delictum didalam bahasa Latin, delict didalam 
bahasa Belanda, delikt didalam bahasa Jerman, delit didalam bahasa 
Prancis ataupun delik dalam bahasa Indonesia. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dari segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur obyektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dan mengindakan akibat yang oleh 
hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik 
utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakan. 
Sedangkan unsur subjektif  berkaitan dengan tindakan-
tindakan seseorang yang berakibat tidak dihendaki oleh undang-
undang.  Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik 
seseorang maupun beberapa orang ( Abdullah Marlang, 2009 : 67). 
Menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005 : 10) 
unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang 
objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa : 
a. Suatu tindakan; 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan 
yang dapat berupa : 
a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan; 
b. Kesalahan (schuld) 
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Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang 
melekat pada diri si pelaku, dan termaksud kedalaman yaitu segala 
yang terkandung di dalam hati dan pikiranya. Sedangkan unsur-unsur 
subjektif dari suatu tindak pidana menurut  PAF Lamintang, 1997 : 
193, yaitu : 
1) Kesengajaan atau ketidaksegajaan ( dolus dan culpa); 
2) Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau 
ponging seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan 
lain-lain; 
3) Merencanakan terlebih dahulu atau vorbedence read seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan 
pembunuhan munurut Pasal 340 KUHP; 
4) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak piana itu 
adalah: 
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 
415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris 
dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut 
Pasal 389 KUHP; 
3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Untuk memahami menganai unsur-unsur tindak pidana, maka 
penting kiranya untuk mengadakan pembahasan tentang 
bastendedlen van het  delict atau bagian-bagian inti yang terdapat 
dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan elementen van 
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het delict atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam 
rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas. 
Yang di maksud dengan elementen van het delict adalah (PAF 
Lamintang 1996 : 196 ) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat 
didalam rumusan delik melainkan didalam buku ke-1 KUHP atau 
dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang 
dipandang sebagai asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim 
yang terdiri dari berbagai elemen, yakni : 
1) Hal dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau 
sesuatu akibat terhadap pelakunya; 
2) Hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang atas 
tindakannya yang telah ia lakukan atas akibat yang telah ia 
timbulkan; 
3) Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat 
kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat 
tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan 
unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan; 
4) Sifat yang melanggar atau melawan hukum; 
 
Hal yang mengenai dapat dipertanggungjawabkan pelaku 
maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat 
(1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi : 
1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat 
dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak 
dipidana. 
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya 
cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat 
memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit 
jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. 
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Dalam pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya 
terdakwa berhubung perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya karena : 
1) Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata 
geestvemogens yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya 
adalah idiot, imbicil. 
2) Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang 
tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan 
jiwa setelah dihinggapi penyakit-penyakit tertentu umpamanya 
pernah mendapatkan demam tinggi atau menderita penyakit yang 
kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata Ziekelijk 
storing der verstandelijkvermogens. Yang dapat masuk dalam 
kategori ini adalah sakit gila, epilepsy dan bermacam-macam 
penyakit jiwa lainnya. (PAF Lamintang, 1996 : 197). 
Dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa 
seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan 
apabila (Rusli Effendy, 1986 : 134) : 
1) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat 
mengerti harga serta nilai dari perbuatannya; 
2) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang 
dilakukan; 
3) Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang. 
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Seseorang yang mabuk kerena minuman keras tidak termasuk 
dalam ukuran diatas karena sebelumnya ia telah mengetahui 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul akibat minuman keras 
tersebut. Utrecth berpendapat bahwa meskipun orang mabuk tidak 
jatuh dibawah Pasal 44 KUHP, orang tersebut tidak dapat dikenai 
karena tidak adanya unsur kesengajaan. Sedangkan Pompe 
berpendapat bahwa orang tersebut harus dikenai pidana karena ia 
sudah dapat menduga sebelumnya akibat-akibat pemakaian 
minuman keras tersebut (Rusli Effendy, 1986 : 150). 
Terkait dengan pemabuk tadi, Achmad Ali (2010 : 298) bahwa 
harus dibedakan antara kesadaran hukum dengan ketidaktaatan 
hukum. Seorang pemabuk adalah orang yang sadar hukum namun 
bentuk kesadaran hukumnya adalah dengan tidak mentaati hukum 
itu. Artinya seorang pemabuk sadar bahwa perbuatan demikian 
adalah terlarang oleh hukuman dan membawa akibat yang juga 
dilarang oleh hukum namun ia tetap melakukan perbuatan demikian 
sehingga ia tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 KUHP dan dapat 
dijatuhi sanksi Pidana. 
Istilah melawan hukum atau wederrchtelijk itu sendiri oleh 
berbagai pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van 
Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai 
arti istilah wederrchtelijkitu sebagai berikut : kelompok pertama 
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adalah paham positif yang telah mengartikan wederrchtelijk itu 
sebagai in strijdmet het recht atau bertentangan dengan hukum yakni 
misalnya paham dari Simons yang mengartikan sebagai met krenking 
van eensandersrecht atau melanggar hak orang lain yakni misalnya 
paham dari Noyon. Sedangkan kelompok kedua adalah paham 
negatif yang telah mengartikan wederrchtelijk itu sebagai 
nietsteunend op het recht atau tidak berdasarkan hukum ataupun 
sebagai zonderbovoegdheid atau tanpa hak yakni misalnya paham 
dari Hoge Raad. (PAF Lamintang, 1996 : 3447). 
Schaffmeister (Andi Hamzah, 2007 : 129) membedakan 
pengertian melawan hukum kedalam empat kelompok : 
1) Sifat melawan hukum secara umum; 
2) Sifat melawan hukum secara khusus; 
3) Sifat melawan hukum secara formal; 
4) Sifat melawan hukum secara materil; 
Sifat melawan hukum secara umum maksudnya ialah semua 
delik, tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian dari inti delik dalam 
rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana, seperti 
Pasal 338 KUHP (pembunuhan) tidak ada bagian inti (bestandeel) 
sebagai bagian inti delik karena merampas nyawa dengan sendirinya 
melawan hukum. 
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Maksud melawan hukum secara khusus ialah yang secara 
tegas mencantumkan melawan hukum sebagai bagian inti delik. 
Dengan sendirinya “melawan hukum harus tercantum didalam surat 
dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya melawan hukum”. Jika 
tidak dapat dibuktikan, maka putusannya adalah bebas (vrijspraak). 
Yang dimaksud melawan hukum secara formal ialah apabila 
seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, 
dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum. 
Sementara itu, melawan hukum secara materil mempunyai arti 
bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang 
saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, 
kelaziman didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai 
perbuatan melawan hukum. 
Selanjutnya adalah bestanddelen van het delict atau yang 
menjadi bagian inti dari delik. Bagian inti dari suatu delik adalah 
bagian yang secara tegas disebutkan dalam rumusan delik. Van 
Bammelen menjelaskan bestanddelen atau bagian-bagian dari inti 
delik itu adalah (PAF Lamintang, 1996 : 194) : 
1) Terdapat didalam rumusan delik; 
2) Oleh penuntut umum harus dicantumkan didalam surat dakwaan; 
3) Harus dibuktikan didepan persidangan; 
4) Bilamana suatu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, 
maka hakim harus membebaskan terdakwa atau dengan kata 
lain hakim harus menjatuhkan putusan Vrijspraak. 
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B. Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan 
Ditinjau dari garis besar teorinya, Kejahatan Terhadap 
Kemerdekaan Orang dapat dibagi dalam beberapa perbuatan yakni: 
1. Membawa Pergi Atau Menarik Seseorang Yang Belum Dewasa 
Dari Kekuasaan Orang Tua Atau Walinya. 
Diatur dalam Pasal 330 KUHP yang rumusannya berbunyi : 
1) Barang siapa dengan sengaja manarik seorang yang belum cukup 
umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan 
atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk 
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
 
2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua 
belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun. 
Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasan 
atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. 
Jadi delik aslinya yang tercantum di ayat (1) tidak perlu ada unsur 
kekerasan atau ancaman kekerasan. 
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Bagian inti dari delik (delictbestanddelen) : 
1) Dengan sengaja; 
2) Menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut 
undang-undang ditentukan untuk dirinya atau dari pengawasan 
orang yang berwenang untuk itu. 
3) Kekerasan atau ancaman kekerasan apabila anak itu belum 
berumur dua belas tahun. 
Untuk memahami arti dari kata “menarik” maka Pasal 91 
KUHP memberi pengertian kekuasaan bapak, ialah kekuasaan dari 
kepala keluarga. Dengan orang tua diartikan kepala keluarga.  
Dengan bapak diartikan orang yang melaksanakan kekuasaan yang 
sama dengan kekuasaan bapak. 
Hoge Raad memutuskan bahwa jika anak itu karena maunya 
sendiri pergi keperlindungan orang lain dan orang tua menolak 
menyerahkan anak itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik 
anak itu dari kekuasaan orang yang berdasarkan undang-undang 
(Andi Hamzah, 2009 : 28). 
Diputuskan juga oleh Hoge Raad bahwa penarikan seseorang 
yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berdasarkan 
undang-undang hanya terjadi jika kekuasaan atau penguasaan nyata 
itu dipunyai kekuasaan dan penguasaan nyata dengan suatu 
perbuatan dilanggar (Andi Hamzah, 2009 : 28). 
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Pasal 330 KUHP ini mensyaratkan kesengajaan, yang berarti 
secara umum bahwa kesengajaan itu ditujukan kepada bagian inti 
delik berikutnya. 
 
2. Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa 
Secara lengkap Pasal 332 KUHP ini berbunyi : 
1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara : 
a. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi 
seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki 
orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan 
perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan 
penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun 
diluar perkawinan. 
b. Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi 
seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan 
penguasaannya terhadap perempuan itu, baik didalam 
maupun diluar perkawinan. 
 
2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. 
3) Pengaduan dilakukan : 
a. Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia 
sendiri atau orang lain  yang harus memberi izin bila dia kawin. 
b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia 
sendiri atau suaminya. 
 
4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang 
dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan Burgelijk 
Wetboek maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan 
itu dinyatakan batal. 
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Yang menjadi inti dari delik yang sebagai mana diatur dalam 
Pasal 332 ayat 1 KUHP adalah : 
1. Membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa; 
Membawa pergi berarti memerlukan tindakan aktif dari laki-
laki. Membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif laki-laki. 
Untuk penguasaan atau wanita itu tidak perlu diperlukan 
kekuasaan secara lama. 
Menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah delik ini tetapi 
kesengajaan di tujukan kepada hal ini. Jika sebelum membawa 
pergi perempuan itu telah melakukan hubungan seks denganya, 
dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan 
perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi ia tetap akan 
melakukannya (Andi Hamzah, 2009 : 30). 
Sementara itu yang dimaksud dengan perempuan belum 
dewasa adalah perempuan yang belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum kawin. 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, menyebutkan batas usia anak yang belum dewasa 
adalah 18 (delapan belas) tahun. 
2. Tanpa izin orang tua atau walinya berarti orang tua atau walinya 
tidak menyetujui perbuatan tersebut. 
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3. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada 
tindakan aktif laki-laki, apakah perbuatan membujuk, tipu muslihat 
atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
4. Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik dengan 
maupun diluar perkawinan. 
Untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas 
perempuan itu dalam jangka waktu lama. Jika ia kawin berdasarkan 
Burgelijk Wetboek, maka harus diadakan pembatalan perkawinan 
terlebih dahulu sebelum pemidanaan. Yang dapat menuntut 
pembatalan adalah bapak, ibu, kakek, dan nenek, wali bagi mereka 
yang berada dibawah perwalian. Ketentuan ini tidak berlaku bagi 
orang Indonesia, juga tidak untuk orang timur asing, kecuali orang 
Cina berdasarkan staatsblad 1917 Nomor 129. Jika perempuan itu 
hamil dalam hal delik Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, 289 atau 
332 KUHP pada waktu delik dilakukan, maka atas permohonan yang 
berkepentingan, tersangka dinyatakan sebagai bapak dari anak itu 
(Andi Hamzah, 2009 : 31). 
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C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
 Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya 
dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia 
membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah 
istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam 
ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan 
istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang 
berkaitan dengan hukum pidana. 
 Menurut Van Hamel (Rusli Effendy, 1986) Pidana adalah suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi 
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah 
melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh 
negara. 
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2. Teori Tujuan Pemidanaan 
Adapun tujuan pemidanaan, penulis mengemukakan dua 
aliran, yaitu : 
1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan 
perbuatan yang tidak baik (aliran klasik). 
2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan 
yang tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan 
lingkungannya (aliran modern). 
Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi 
individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaiknya aliran 
modern mengajarkan tujuan hukum pidana harus memperhatikan 
kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapatkan 
pengaruh dari perkembangan kriminologi. 
Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan 
kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam rancangan KUHP 
Juli Tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu 
pemidanaan bertujuan : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat; 
2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 
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3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat, dan 
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Untuk mencapai tujuan pemidanaan, maka dikenal tiga teori 
yaitu : 
1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien). 
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini 
diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.  Teori Absolut didasarkan 
pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti 
memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, 
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi 
keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan 
(revegen). 
Sebagaimana yang dinyatakan Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 
11) bahwa : Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan 
merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan 
sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya 
kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi 
dalam hukum pidana menjatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak 
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yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 
melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk 
memuaskan tuntutan keadilan. 
2) Teori Relatif atau tujuan (Doel Theorien), berpokok pangkal pada 
dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib 
(hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori 
absolute, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi 
hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, 
misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak 
berbahaya lagi, dubutuhkan proses pembinaan sikap mental. 
Menurut Muladi tentang teori ini bahwa : Pidana bukanlah 
sekedar untuk melakukan  pembalasan atau pengimbalan kepada 
orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. (Muladi, 2005 
: 16).  
 Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah 
agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan 
untuk pemuasan absolute atas keadilan. 
3) Teori Gabungan atau Modern (VereningingsTheorien), Teori 
gabungan atau Teori Modern memandang bahwa tujuan 
pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara 
prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolute (pembalasan) sebagai 
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satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan 
mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat 
sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. 
Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan 
kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan prilaku 
pidana dikemudian hari. 
Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang 
mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam 
meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, kalau 
dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan 
perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan 
hidup manusia lain, sebenarnya sebagai dari moralitas hidup 
manusia individu itu (Andi Hamzah, 2009 : 45). 
 
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana 
 Dalam hal jenis-jenis sanksi pidana penulis merujuk pada Pasal 
10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : 
(Moeljatno, 1985 : 6). 
Pidana tediri atas : 
a. Pidana Pokok : 
1. Pidana mati; 
2. Pidana penjara; 
3. Pidana kurungan; 
4. Pidana denda; 
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b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu; 
2. Perampasan barang-barang tertentu; 
3. Pengumuman putusan hakim; 
 
Berdasarkan uraian pada pasal diatas dapat dijelaskan bahwa : 
a.1.  Pidana Mati 
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, 
misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian  
dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemberontakan yang 
diatur dalam Pasal 124 KUHP. 
a.2.  Pidana Penjara 
Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan 
seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. 
Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan 
terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan 
karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang 
dilakukan karena kelalaian. (Leden Marpaung, 2008 : 108). 
Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur 
hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi : 
1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu 
tertentu. 
2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 
satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. 
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3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan 
untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang 
pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana 
seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu 
atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu 
juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui 
karena pembarengan (concurcus). 
 
a.3.  Pidana Kurungan 
Pidana kurungan lebih ringan dari pada penjara. Lebih 
ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang 
diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang 
dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya : tempat tidur, 
selimut dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan 
dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : 
1. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari 
dan paling lama satu tahun. 
2. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu 
tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang 
disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, 
atau ketentuan pasal pada Pasal 52. 
 
a.4.  Pidana Denda 
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku 
pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada 
kalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat 
dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh 
lima sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. 
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Mengenai hukuman denda diatur dalam pasal 30 KUHP yang 
berbunyi : 
1. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh 
limasen. 
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar 
maka diganti dengan hukuman kurungan. 
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda 
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam 
bulan. 
4. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, 
bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan 
satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah 
rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya 
tak cukup, gantinya setengah rupiah juga. 
5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 
delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu 
ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena 
mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 
52a. 
6. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan 
bulan. 
7. Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya baik 
keluarga atau kenalan dapat melunasinya. 
 
b.1.  Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi : 
1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim 
dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang 
umum lainnya, ialah : 
a) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; 
b) Masuk balai tentara; 
c) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan 
karena undang-undang umum; 
d) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau 
pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain 
yang bukan anaknya sendiri; 
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e) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas 
anaknya sendiri; 
f) Melakukan pekerjaan tertentu; 
 
2) Hakim berkuasa memecat seseorang pegawai negeri dari 
jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada 
ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa 
melakukan pemecatan itu. 
 
b.2.  Perampasan Barang-Barang Tertentu 
karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, 
maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan 
atau barang milik terpidana yang digunakan untuk 
melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 
KUHP yang berbunyi : 
1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan 
kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk 
melakukan kejahatan boleh dirampas. 
2. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan 
kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan 
pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi 
dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. 
3. Hukuman perempasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang 
yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada 
pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita. 
 
b.3.  Pengumuman Putusan Hakim 
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk 
mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan 
demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si 
terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar 
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yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si 
terhukum. Jadi cara-cara menjalankan putusan hakim dimuat 
dalam putusan (Pasal 43 KUHP). 
 
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Putusan Pidana 
1. Pertimbangan Yuridis (alat bantu) 
Dalam Pasal 28 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim 
mempunyai tugas dan wewenang antara lain : (Soesilo, 1996 : 28-
193). 
a) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan 
dengan penetapan berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 
ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP). 
b) Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa 
jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan 
(Pasal 31 ayat (1) KUHAP). 
c) Mengeluarkan “penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir 
dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara 
sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang 
pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP). 
d) Menentukan sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan 
orang yang karena pekerjaannya, harkat dan martabat atau 
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jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan 
dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP). 
e) Mengerluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang 
diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik 
karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau 
terdakwa (Pasal 175 KUHAP). 
f) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum 
secara singkat agar diajukan kesidang pengadilan dengan acara 
biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 
(empat belas) hari akan tetapi penuntut umum belum dapat juga 
menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat 
(3) huruf b KUHAP) 
g) Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila 
dipandang perlu dipersidangkan, baik atas kehendaknya sendiri 
atau atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 
221 KUHAP). 
h) Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan 
sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP). 
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2. Pertimbangan Subjektif 
a) Berdasarkan undang-undang secara positif (Positief Wettelijk 
Bewijstheorie); 
Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan 
undang-undang secara positif (Positief Wettelijk) ini berusaha 
untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan 
mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan 
pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini sekarang tidak 
mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan 
kekuatan pembuktian yang disebut dengan undang-undang. 
b) Berdasarkan keyakinan hakim melulu; 
Sistem ini meberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, 
sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat 
hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim 
dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa 
terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan. Praktek 
peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan 
metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan 
bebas yang sangat aneh. (Andi Hamzah, 2006 : 248). 
c) Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis 
(Laconvicttionraisonne); 
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Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut 
pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas 
tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang 
bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan 
kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu 
kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-
peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dapat 
dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian 
ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk 
menyebut alasan-alasan keyakinan (vrijewettelijkbewijsthorie). 
(Andi Hamzah, 2006 : 249). 
d) Berdasarkan undang-undang secara negatif (NegatiefWettelijk); 
HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv.yang lama dan yang 
baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian 
berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat 
disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. 
 
Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
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  Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus 
didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti 
yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan 
keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. 
  Wirjono Prodjodikoro (1985 : 133) bahwa sistem 
pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief 
Wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. 
Pertama memang sudah selayaknya ada keyakinan hakim 
tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu 
hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang 
sedangkan hakim  tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua 
adalah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun 
keyakinannya agar ada patokan-patokan tertentu yang harus 
dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Unaaha atau 
wilayahnya hukum Pengadilan Negeri Unaaha. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan pihak yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana 
membawa lari perempuan, khususnya Jaksa dan Hakim yang 
menganangi kasus ini. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, 
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan sumber-
sumber kapustakaan lain yang mendukung. 
 
2. Sumber Data  
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para 
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penegak hukum yang mengenai kasus ini dan masyarakat turut 
diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini. 
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan 
sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan 
skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 
penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview) 
Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang 
terkait ataupun yang mengenai tindak pidana ini, atara lain hakim di 
Pengadilan Negeri Unaaha yang memutus perkara ini, serta pihak-
pihak lain yang terurut andil dalam perkara ini. 
2. Teknik Kepustakaan 
Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan 
perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang 
terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur 
yang relavan dengan materi yang dibahas. 
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D. Teknik Analisa Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan 
secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami 
secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis 
teliti. 
 
E. Definisi Operasional 
1. Penerapan sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap 
seseorang yang melaukan kejahatan melarikan perempuan di 
Kabupaten Konawe. 
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Unaaha. 
3. Kasus adalah tindak pidana melarikan perempuan di Kabupaten 
Konawe. 
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi 
hukuman atau setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai 
kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun 
peraturan lainnya. 
5. Membawa lari perempuan adalah membawa dengan maksud untuk 
memiliki seorang perempuan dibawah penguasaannyan secara 
melawan hak dengan tujuan untuk dan atau menikahinya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Membawa Lari Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Unaaha Nomor 14/Pid.B/2011/PN. Unh. 
  Pengadilan Negeri Unahaa yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa 
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa 
Anak : 
  Nama    : AGUS TAUFIK HIDAYAT Bin SARJANI  
  Tempat Lahir   : Nario Indah 
  Umur/Tanggal lahir  : 16 tahun/ 16 mei 1994 
  Jenis kelamin   : Laki-Laki 
  Kewarganegaraan  : Indonesia 
  Tempat tinggal  : Kel.Sendang, Kec.Tongauna,Kab.Konawe 
  Agama   : Islam 
  Pekerjaan    : Pelajar 
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1. Posisi Kasus 
  Awal terjadinya kejadian adalah pada tanggal 11 Oktober 2010, 
sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa telah membawa lari korban kerumah 
nenek terdakwa yang terletak di SPH Narioh Indah Kec. Wawotobi, Kab. 
Konawe, tetapi sebelum membawa lari korban, terdakwa terlebih dahulu 
menghubungi korban dengan mengirim sms bahwa terdakwa akan 
datang kesekolah dan mengajak korban ketemuan. Selanjutnya korban 
keluar dari sekolah dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa 
mengajak korban kerumah nenek terdakwa dengan alasan bahwa 
“kalau kita tidak lari nanti kita dibunuh sama mamamu” sehingga pada 
saat itu korban mau pergi bersama terdakwa kerumah nenek terdakwa 
yang terletak di SPH Nario Indah Kec. Wawatobi, Kab. Konawe. Setelah 
tiba dirumah nenek terdakwa sekitar jam 11:00 wita keduanya 
beristirahat disana. Sekitar jam 15:00 Wita nenek terdakwa menyuruh 
terdakwa untuk segera mengantar korban pulang tetapi terdakwa hanya 
diam saja sehingga nenek terdakwa menyuruh suaminya untuk 
memberitahukan orang tua terdakwa  bahwa terdakwa sedang berada 
dirumahnya bersama teman perempuannya (korban) dan tidak mau 
pulang. Setelah orang tua terdakwa mengetahui berita tersebut 
kemudian menghubungi polisi yang kebetulan juga adalah paman 
terdakwa untuk meminta perlindungan mengantisipasi jangan sampai 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak keluarga korban saat 
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mengetahui kejadian tersebut. Sekitar jam 23:00 Wita terdakwa dan 
korban dijemput oleh polisi selanjutnya mereka dibawa kekantor polisi. 
  Setibanya dikantor polisi kemudian diinformasikan kepada 
orang tua korban untuk menjemput anaknya yang kini sedang berada di 
kantor polisi. Setelah orang tua korban menjemput anaknya dan 
mengetahui kejadian ini maka orang tua korban merasa keberatan dan 
selanjutnya mengadukan perbuatan terdakwa yang membawa pergi 
anaknya (korban) tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
  Adapun isi dakwaan terhadap perbuatan membawa pergi anak 
dibawah umur tanpa seizin dan sepengetahuan orang tua anak tersebut 
yang dibacakan pada persidangan di hakim tunggal Pengadilan Negeri 
Unaaha yang pada pokoknya sebagai berikut : 
  Bahwa ia terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani, pada hari 
senin tanggal 11 oktober 2010 sekitar pikul 09:00 Wita atau setidaknya- 
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di 
SPH Nario Indah Kec. Wawatobi, Kab. Konawe atau setidak-tidaknya 
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Unaaha, dengan membawa pergi seorang wanita yang belum 
dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya/walinya tetapi dengan 
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persetujuannya, wanita itu, baik didalam maupun diluar 
perkawinan. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
  Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
berawal saksi korban sedang belajar disekolah kemudian disms oleh 
terdakwa dengan mengajak saksi korban ketemuan. Selanjutnya saksi 
korban keluar dari sekolah, lalu bertemu terdakwa dan mengajak saksi 
korban untuk pergi dengan alasan “ kalau kita tidak lari nanti kita 
dibunuh sama mamamu” sehingga pada saat itu saksi korban mau pergi 
bersama terdakwa dan kerumah nenek terdakwa di SPH Nario Indah 
Kec. Wawatobi, Kab. Konawe. Terdakwa membawa saksi korban tanpa 
seizin dan sepengetahuan orang tua saksi korban. 
  Bahwa perbuatan dilakukan terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin 
Sarjani, orang tua korban merasa keberatan. 
  Perbuatan Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani tersebut di atas 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat 1 
KUHPidana. 
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3. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Dalam Persidangan  
Adapun keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut : 
a. Saksi Ice Trisnawati 
1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; 
2. Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa kurang lebih satu 
tahun karena dahulu rumah saksi berdekatan dengan rumah 
terdakwa; 
3. Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 11 Oktober 2010 
sekitar jam 09.00 WITA dimana awalnya saksi yang sedang 
bersekolah di SMP 1 Unaaha di SMS oleh Terdakwa; 
4. Bahwa isi SMS terdakwa adalah mengajak saksi pergi kerumah 
neneknya di SPH Desa Narioh Indah, Kec. Wawotobi, Kab. 
Konawe; 
5. Bahwa selanjutnya terdakwa datang menemui saksi 
disekolahnya dan saksi kemudian ijin pada pihak sekolah 
dengan alasan ada keperluan; 
6. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi kerumah nenek 
terdakwa di SPH Desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, Kab. 
Konawe dengan menggunakan ojek; 
7. Bahwa setelah tiba disana saksi beristirahat dan kemudian pada 
jam 22.00 WITA saksi dijemput oleh polisi; 
8. Bahwa terdakwa membawa saksi kerumah neneknya tanpa 
seizin sepengetahuan orangtua saksi; 
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9. Bahwa terdakwa membawa lari saksi karena terdakwa takut 
terhadap orangtua saksi yang akan memeriksa saksi untuk dites 
keperawanan; 
10. Bahwa saksi sudah berhubungan badan dengan terdakwa 
sebanyak 2 kali; atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan 
benar keterangan saksi; 
 
b. Saksi Harlian Bakrin 
1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; 
2. Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal  11 oktober 2010 dan 
saksi tidak mengetahui jam berapa anak saksi yaitu Ice dibawah 
lari oleh terdakwa; 
3. Bahwa saksi mulai khawatir karena pada jam pulang sekolah, 
datang teman sekolah Ice membawa tas milik Ice dan 
mengatakan Ice pergi dengan terdakwa; 
4. Bahwa saksi kemudian menghubungi Ice tetapi handphonenya 
tidak aktif dan selanjutnya saksi mencari Ice ke rumah teman-
teman dan saudaranya; 
5. Bahwa saksi mengetahui anaknya sudah dikantor polisi pada 
jam 22:00 Wita; 
6. Bahwa saksi sudah curiga terhadap Ice karena sudah lain 
perilaku dan tubuhnya dan saksi curiga Ice sudah tidak perawan 
dan saksi berniat untuk memeriksa keperawanan Ice; 
7. Bahwa saksi tidak tahu Ice berpacaran dengan terdakwa, saksi 
hanya tahu Ice terdekat dengan terdakwa karena terdakwa 
sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh saksi; 
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8. Bahwa saksi tidak pernah dimintai ijin oleh tedakwa untuk 
membawa Ice; 
9. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa membawa Ice 
pergi; 
 
c. Saksi Sujono 
1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan dengan 
terdakwa yaitu saksi adalah kakek terdakwa dan tidak ada 
hubungan pekerjaan; 
2. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Oktober 2010 terdakwa 
datang di rumah saksi di desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, 
Kab. Konawe bersama-sama dengan korban; 
3. Bahwa saat itu korban masih menggunakan seragam sekolah 
dan sebelumnya korban belum pernah datang di rumah saksi; 
4. Bahwa terdakwa mengatakan hanya jalan-jalan saja, 
selanjutnya terdakwa dan korban hanya duduk-duduk saja 
dirumah saksi; 
5. Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa dan korban pulang 
sampai berkali-kali tetapi mereka tidak mau, sampai akhirnya 
datang Polisi sekitar jam 22.00 WITA; 
 
d. Saksi Hariati 
1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan 
dengan terdakwa yaitu saksi adalah kakek terdakwa dan tidak 
ada hubungan pekerjaan; 
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2. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Oktober 2010 terdakwa 
datang di rumah saksi di desa Nario Indah, Kec. Wawotobi, 
Kab. Konawe bersama-sama dengan korban; 
3. Bahwa saat itu korban masih menggunakan seragam sekolah 
dan sebelumnya korban belum pernah datang di rumah saksi; 
4. Bahwa terdakwa mengatakan hanya jalan-jalan saja, 
selanjutnya terdakwa dan korban hanya duduk-duduk saja 
dirumah saksi; 
5. Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa dan korban pulang 
sampai berkali-kali tetapi mereka tidak mau, sampai akhirnya 
datang Polisi sekitar jam 22.00 WITA; 
 
e. Saksi Sarjani 
1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan 
keluarga dengan terdakwa yaitu saksi adalah ayah terdakwa 
dan tidak ada hubungan pekerjaan; 
2. Bahwa hari senin tanggal 11 Oktober 2010 ayah saksi yaitu 
Sujono datang dirumah saksi pada sore hari memberitahukan 
bahwa terdakwa berada dirumahsujono dengan seorang 
perempuan; 
3. Bahwa saksi kemudian menghubungi Polisi yang kebetulan 
adalah paman terdakwa; 
4. Bahwa saksi sudah curiga akan terjadi masalah dengan 
perempuan yang dibawah terdakwa; 
5. Bahwa orang tua korban pernah menawarkan perdamain 
tetapi tidak ada kesepakatan dengan saksi; 
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f. Selanjutnya keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai  
 berikut : 
1. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Oktober 2010 pada pagi 
hari sekitar jam 09.00 WITA, terdakwa membawa Ice 
Trisnawati (Ice) yang sedang bersekolah melalui telepon dan 
sms untuk mengajak pergi; 
2. Bahwa selajutnya terdakwa datang kesekolah Ice di SMP 1 
Unahaa dengan menggunakan ojek untuk menjemput Ice 
Trisnawati; 
3. Bahwa terdakwa mengajak Ice kerumah nenek terdakwa di 
SPH Nario Indah Kec. Wawotobi, Kab. Konawe; 
4. Bahwa terdakwa dan Ice hanya duduk-duduk dan istirahat 
dirumah nenek terdakwa; 
5. Bahwa sekitar 22.00 WITA datang Polisi menjemput mereka 
dan membawa mereka kekantor Polisi; 
6. Bahwa terdakwa membawa Ice lari karena terdakwa takut Ice 
akan dites keperawanan dan terdakwa pernah diancam oleh 
ibu Ice; 
7. Bahwa terdakwa sudah pernah berhubungan badan sebanyak 
dua kali dengan Ice; 
8. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau 
memberitahukan kepada orang tua Ice untuk membawa Ice 
pergi; 
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4. Tuntutan Penuntut Umum 
 Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus membawa 
lari perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh Agus Taufik Bin 
Sarjani, maka Penuntut Umum menyampaikan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa 
keterangan saksi-saksi (lima orang saksi), dan keterangan terdakwa. 
Berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling 
bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti 
petunjuk tentang telah terjadinya perbuatan pidana berupa tindak 
pidana membawa lari perempuan dibawah umur yang dilakukan 
terdakwa. 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan 
maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwa kepada terdakwa yaitu Pasal 332 ayat 1 KUHP. 
 Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
yaitu Pasal 182 ayat 1 KUHAP, khususnya Pasal 332 ayat 1 KHUP 
dan Perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berhubungan 
dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan 
dengan Nomor Register Perkara PDM-21/Rp-9/Ep/01/2011 tertanggal 
1 Maret 2011. 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini memutuskan : 
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1. Menyatakan terdakwa Agus Taufik Hidayat secara sah dan 
 meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa lari 
 anak dibawah umur” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 
 332 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Taufik Hidayat 
 dengan  pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama 
 terdakwa berada didalam tahanan sementara, dan menetapkan 
 agar terdakwa tetap ditahan. 
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
 sebesar Rp 1000-, (seribu rupiah). 
 
5. Amar Putusan 
  Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini 
hanya menggunakan bentuk dakwaan tunggal dan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa dan keterangan 
saksi-saksi yang telah dihadapkan didepan persidangan. 
 Mengingat dan memperhatikan Pasal 332 ayat 1 KUHP, UU No. 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 8 tentang KUHAP 
serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, 
maka Hakim dengan ini : 
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Mengadili 
 
1. Menyatakan terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin 
Sarjani dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh 
bulan); 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
1000,- (seribu rupiah). 
  Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Unaaha 
pada hari Kamis Tanggal 3 Maret 2011 oleh Andi Adha, SH. Sebagai 
Hakim anak, putusan diucapkan dalam persidangan untuk umum pada 
hari itu juga oleh Hakim anak tersebut dibantu oleh Sahir. R, sebagai 
Panitera penganti Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri oleh 
Hidar, SH sebagai Penuntut Umum terdakwa. 
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6. Analisis Penulis 
  Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung 
pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum 
salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik 
didunia nyata. 
  Surat dakwaan  adalah dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah 
surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak 
pidana. 
  Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus 
membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat 
pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat 
hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwan. 
Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah 
dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana 
seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat 
dakwaan. 
  Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara 
teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan 
sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHAP, yaitu harus memuat 
tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas 
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lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, 
jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 
  Akan tetapi penulis melihat berdasarkan keterangan saksi-saksi 
dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa mengakui telah 
pernah malakukangan hubungan badan dengan saksi korban, hal ini 
juga diakui oleh saksi korban. Menurut penulis dalam perkara ini 
terdakwa juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 81 yang berbunyi : 
 (1) Setiap orang yang sengaja melakukangan kekerasan atau 
 ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
 dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
 penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
 (tiga) tahun dan didenda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 
 ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam 
 puluh juga rupiah). 
 (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
 pula bagi setiap orang yang dengan sengaja malakukan tipu 
 muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
 melakukan persetubuhan dengan atau orang lain. 
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  Berdasarkan analisis penulis bahwa penerapan sanksi pidana 
oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mestinya juga memuat 
dakwaan/tuntutan terhadap pelanggaran Pasal 81 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
  Sehingga penulis berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana 
oleh hakim terhadap tindak pidana membawa lari perempuan pada 
kasus ini tidak hanya 10 (sepulu) bulan penjara karena dalam Pasal 81 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
mengatur adanya sanksi minimum paling sedikit Rp. 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah). 
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam 
Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Unh. 
 1. Pertimbangan Hakim 
   Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan 
 dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam 
 persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan 
 syarat ojektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing 
 kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dam memberatkan 
 terdakwa. 
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   Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan 
 sanksi berupa : 
1. Menyatakan terdakwa Agus Taufik Hidayat Bin Sarjani 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “melarikan perempuan yang 
belum dewasa”; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Taufik 
Hidayat Bin Sarjani dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh bulan); 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 
Rp. 1000,- (seribu rupiah). 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
pututsan dalam perkara tersebut ialah : 
1. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan jaksa 
 Penuntut Umum , terdakwa menyatakan telah mengerti 
 dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi; 
2. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang 
 telah memberikan keterangan dibawah sumpah; 
 
 
 
58 
 
3. Hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa; 
4. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak 
 didampingi Penasehat Hukum, tetapi didampingi orang 
 tua terdakwa dan pembimbing kemasyarakatan dari 
 BAPAS Kendari; 
5. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut
 Umum Nomor Register Perkara : PDM-21/Rp-
 9/Ep/01/2011; 
6. Hakim mempertimbangkan bahwa atas tuntutan dari 
 Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan 
 pembelaan (pledoi) dan memohon keringanan hukuman 
 kepada Hakim; 
7. Hakim mempertimbangkan hasil laporan Penelitian 
 Kemasyarakatan yang disampaikan oleh pembimbing 
 Kemasyarakatan mengenai terdakwa dimana saran yang 
 disampaikan kepada Hakim adalah bahwa terdakwa 
 dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya sesuai 
 Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
 tentang Pengadilan Anak; 
8. Hakim mempertimbangkan hubungan fakta-fakta hukum 
 yang satu dengan yang lainnya sehingga dengan 
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 demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak 
 pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 
9. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa hanya 
 didakwa dengan dakwaan tunggal; 
10. Hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur dalam 
 Pasal 332 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka cukup 
 alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti 
 secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
 pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut 
 Umum; 
11. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dinyatakan 
 bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun 
 pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana, 
 maka terdakwa dianggap mampu 
 mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga 
 terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya; 
12. Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini 
 adalah anak-anak sehingga bagi terdakwa berlaku 
 ketentuan tentang UU No.3 Tahun 1997 terhadap anak 
 yang melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 
 (dua belas) tahun s/d 18 (delapan belas) tahun, hakim 
 
 
 
60 
 
 dapat menjatuhkan pidana bagi anak ½ (seperdua) dari 
 ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa; 
13. Hakim mempertimbangkan bahwa setelah melihat 
 riwayat hidup terdakwa dan saran dari Balai 
 Permasyarakatan, hakim dapat memperoleh gambaran 
 yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-
 adilnya dan bermanfaat bagi diri terdakwa. Hakim 
 berpendapat bahwa terdakwa layak dijatuhi pidana yaitu 
 pidana penjara. Hakim berkeyakinan bahwa dengan 
 dijatuhi pidana penjara maka terdakwa akan ditempatkan 
 di Lembaga Permasyarakatan Anak, sehingga terdakwa 
 diharapkan mendapatkan pembinaan dan bimbingan 
 untuk dapat mengembalikan dan mengantar terdakwa 
 mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang 
 bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan 
 negara. 
14. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
 dan hal-hal yang meringankan; 
1. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa 
sangat meresahkan masyarakat, Keluarga terdakwa 
menolak penyelesaian adat, Terdakwa telah 
melakukan hubungan badan dengan korban 
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2. Hal-hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan 
dipersidangan, Terdakwa mengakui terus terang dan 
menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia 
muda sehingga masih memiliki masa dengan yang 
panjang. 
 
 2. Analisis Penulis 
   Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara 
 terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam tulisan ini, maupun 
 melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen terkait, maka 
 penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan 
 putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih 
 dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada 
 persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar 
 belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dalam 
 tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
   Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan unsur-unsur 
 tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun 
 unsur-unsur dalam Pasal 332 ayat 1 tentang membawa lari 
 perempuan yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang 
 didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta harus didasarkan pada 
 fakta persidangan. 
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   Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis 
 melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini 
 yaitu Andi Adha, SH pada tanggal 5 Januari 2015 untuk mengetahui 
 apa  yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 
 memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
 menerangkan bahwa : 
“Dalam memutus perkara dimana anak sebagai pelaku tindak 
pidana, seorang hakim harus memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan yuridis seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak serta harus memperhatikan 
fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam 
hal ini keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang 
bukti, tuntunan jaksa dan berbagai macam pertimbangan 
lainnya termasuk mempertimbangkan laporan kemasyarakatan 
tentang kondisi si anak.“ 
 
Penjatuhan pidana dalam perkara ini Hakim memutuskan 
hukuman penjara 10 (sepuluh) bulan, lebih rendah dari tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum yang menuntut terdakwa 1 (satu) Tahun. Adapun 
pertimbangan Hakim memutus lebih rendah dari tuntutan Jaksa karena 
Hakim mempertimbangkan usia terdakwa masih 16 (enam belas) 
tahun. 
Dalam menyusun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait 
perkara anak juga mempertimbangkan berbagai hal seperti yang 
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dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini 
yaitu Nining Purnamawati, SH dari hasil wawancara pada tanggal 5 
Januari 2015 mengungkapkan bahwa : 
“Yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam 
mengajukan tuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan 
proses hukum adalah : Hasil Litmas sebagaimana yang diatur 
dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 
Latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut, hal atau 
penyebab seorang anak melakukan tindak pidana adalah salah 
satu alasan bagi Jaksa Penuntut Umum memiliki pertimbangan 
sendiri dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap anak, 
karena pada dasarnya tidak ada seorang anak pun didunia ini 
dilahirkan sebagai penjahat, status pendidikan anak tersebut, 
apakah anak masih sekolah atau melanjutkan sekolah, kondisi 
mental dan psikologis dengan proses hukum yang sedang 
dihadapinya, karena seorang anak yang belum dewasa memiliki 
keadaan kesiapan yang jauh lebih rendah dibandingkan orang 
yang telah dewasa. Hal ini akan menjadi salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak secara 
mental dan psikologis, perubahan tingkah laku anak terhadap 
dampak dari hukuman yang dijatuhkan. 
 
Analisis penulisan berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini 
terhadap putusan perkara tindak pidana membawa lari perempuan 
dengan Nomor : 14/Pid.B/2011/PN. Unh dalam mempertimbangkan 
dan penuntutan perkara tidak hanya 1 (satu) tahun sampai pada 
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penjatuhan sanksi pidana tidak hanya 10 (sepuluh) bulan oleh hakim 
jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 
yang mengatur tentang pidana minimum. 
Hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, 
memeriksa serta memutus suatu perkara pidana.Oleh karena itu hakim 
dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. 
Menurut penulis seyogyanya Hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana terhadap anak dibawah 
umur seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari 
adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek 
psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan 
rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut 
maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang 
setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supermasi hukum 
benar-benar di tegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. 
Disamping itu, sanksi tersebut diharapakan dapat memberikan 
efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi 
perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar 
tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi 
yang cukup berat. 
Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman 
bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau 
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hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu 
balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan 
akan semakin maraknya tindak kejahatan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara 
putusan Nomor : 14/Pid.B/2011/PN. Unh mestinya tidak hanya 
berdasarkan pada Pasal 332 ayat 1 KUHP tetapi harus 
diterapkan juga Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindunga Anak. 
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam dalam menjatuhkan sanksi 
pidana perkara putusan Nomor : 14/Pid.B/2011/PN. Unh 
berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka 
sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya 10 (sepuluh) bulan 
penjara jika menerapkan Pasal 81 Undang-Undang 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut : 
1. Terhadap perkara tindak pidana membawa lari perempuan yang 
korbannya adalah perempuan dibawah umur maka penegak 
hukum dalam menerapkan sanksi pidana tidak 
mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generalis. 
2. Peranan Polisi dalam tahap penyidikan dan jaksa dalam 
menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta 
dari suatu tindak kejahatan karena surat dakwaan adalah dasar 
bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam 
persidangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku : 
Abidin, Zainal 1962. Hukum Pidana, Jakarta :Prapanca. 
Ali, Acmad. 2002. MenguakTakbirHukum : Suatu Kajian Filosofis dan 
 sosiologis. Jakarta : Toko Gunung Agung. 
------------------- 2009.Menguak Teori Hukum Legal (Legal Theory) dan Teori `
 Peradilan (Judicialprudence).Jakarta : Kencana Prenada Media 
 Grup. 
Effendy, Rusli. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Makassar : LEPPEN-UMI. 
------------------- 1996.Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah 
 Prevensinya.Jakarta : Sinar Grafik. 
Hamzah,  Andi. 2009. Delik-delik Tertentu (SpecialeDelicten) di Dalam KUHP. 
 Jakarta : Sinar Gratifika. 
-------------------- 2006.Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi, Sinar 
 Gratifika. Jakarta. 
-------------------- 2007.Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana 
 Nasional dan Internasional.Jakarta : Rajawali Press. 
Huda, Chairul. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 
 Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.Jakarta :
 Kencana Prenada Media Grup. 
Lamintang, PAF. 1997. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya 
 Bakti. 
--------------------- 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Citra Aditya 
 Bakti. Bandung. 
Marlang, Abdullah, dkk. 2009. Pengantar Hukum Indonesia. Makassar : AS 
 Center. 
Marpaung, Leden. 2009. Asas-Teori-Praktik, Jakarta : Sinar Gratifika. 
Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta :Rineka Cipta, 2009). 
 
 
 
69 
 
 
Muladi. 2010. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni. 
Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, ( Jakarta : Ghalia 
Indonesia, 1985). 
Prasetyo, Teguh 2010. Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. 
Prodjodikoro, Wirjoyo 1985. Hukum Acara Pidana Di Indonesia,  
 Sumur, Bandung.  
 
Daftar Undang-Undang : 
1. Moeljatno. 1985. KUHP. Jakarta : Bumi Aksara. 
2. Soesilo, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta 
Kementar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Bogor :Politea. 
3. Soerodibroto, Soenarto. 2007. KUHP dan KUHAP Dilengkapi 
Yurisprudensi Mahkama Agung dan HogeRaad, Jakarta : Rajawali 
Press. 
4. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
5. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
6. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Internet : 
1. www.gsihaloho.blogspot.com 
 
 
 
70 
 
 
